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Abstract : The mangrove ecosystem in Indramayu Regency
faces pressure from degradation, land-use change, and
social and institutional constraints. This condition
requires management and rehabilitation strategies that
infegrafte ecosystem recovery, community inferests, and
Institutional support. This study aims fo identify internal
and external factors and determine priority strategies for
sustainable mangrove management and rehabilitation in
Indramayu Regency, West Java. The study employed a
descriptive approach using the A’WOT method, which
infegrates Strengths, Weaknesses, Opporfunities, and
Threats (SWOT) with the Analytical Hierarchy Process
(AHP). Data were collected through observations,
interviews, questionnaires, documentation, and liferature
studies involving stakeholders and experts in mangrove
management. The results showed that the main strength
was the availability of platforms supporfing mangrove
conservation and rehapilitation, while the main weakness
was low community participation. The main opporfunity
was the potential for ecotfourism development, whereas
the main threat was unclear regulations concerning
mangrove conservation. The A’"WOT analysis generated
12 strategies, with priorities including strengthening
cooperation  among  communities, NGOs, and
government, implementing silvofishery, and increasing
community knowledge and awareness. These strategies
require stronger regulations, law enforcement, and
community participation fo achieve sustainable mangrove
management.

Keywords : Mangrove; Rehabilitation; Sustainable
Management; A’WOT; SWOT; AHF; Indramayu.

Abstrak : Ekosistem mangrove di Kabupaten Indramayu
menghadapi tekanan akibat degradasi, perubahan
penggunaan lahan, serta keterbatasan sosial dan
kelembagaan. Kondisi tersebut membutuhkan strategi
pengelolaan dan rehabilitasi yang mengintegrasikan
pemulihan ekosistem, kepentingan masyarakat, dan
dukungan kelembagaan. Penelitian ini bertujuan
mengidentifikasi faktor internal dan eksternal serta

menentukan  strategi  prioritas pengelolaan  dan
rehabilitasi mangrove berkelanjutan di Kabupaten
Indramayu, Jawa Barat. Penelitian menggunakan

pendekatan deskriptif dengan metode A’WOT yang
mengintegrasikan Strengths, Weaknesses, Opportunities,
and Threats (SWOT) dan Analytical Hierarchy Process
(AHP). Data diperoleh melalui observasi, wawancara,
kuesioner, dokumentasi, dan studi literatur dengan
melibatkan  pemangku kepentingan serta pakar
pengelolaan mangrove. Hasil menunjukkan kekuatan
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utama berupa keberadaan wadah pelestarian dan
rehabilitasi, sedangkan kelemahan utama ialah
rendahnya partisipasi masyarakat. Peluang utama berasal
dari pengembangan eckowisata, sementara ancaman
utama berupa ketidakjelasan regulasi pelestarian
mangrove. A’WOT menghasilkan 12 strategi dengan
prioritas penguatan kerja sama masyarakat, LSM, dan
pemerintah, penerapan silvofishery, serta peningkatan
pengetahuan dan kesadaran masyarakat. Strategi tersebut
perlu diperkuat melalui regulasi, penegakan hukum, dan
partisipasi masyarakat.

Kata Kunci : Mangrove; Rehabilitasi; Pengelolaan
Berkelanjutan; A’WOT; SWOT; AHP; Indramayu.

PENDAHULUAN

Ekosistem mangrove merupakan salah satu ekosistem pesisir yang memiliki peran penting
dalam menjaga keseimbangan ekologis sekaligus mendukung kehidupan sosial dan ekonomi
masyarakat pesisir (Prakash et al., 2026). Mangrove berfungsi sebagai habitat dan tempat
pembesaran berbagai biota perairan, melindungi garis pantai dari abrasi dan gelombang,
membantu mengurangi dampak banjir pesisir, serta berperan dalam penyimpanan karbon dan
pengaturan kualitas lingkungan (Arceo-Carranza, 2021, Ermgassen, 2025). Selain memiliki fungsi
ekologis, ekosistem mangrove juga memberikan manfaat ekonomi melalui perikanan, pemanfaatan
hasil hutan, pariwisata, dan berbagai aktivitas ekonomi masyarakat pesisir (Rahman et al., 2018,
Aye, 2019). Oleh karena itu, keberadaan dan keberlanjutan ekosistem mangrove menjadi bagian
penting dalam pengelolaan wilayah pesisir secara berkelanjutan.

Kabupaten Indramayu merupakan salah satu wilayah pesisir di Provinsi Jawa Barat yang
memiliki ekosistem mangrove dengan nilai ekologis dan sosial-ekonomi yang penting. Wilayah
pesisir Indramayu menghadapi berbagai tekanan yang dapat memengaruhi keberlanjutan
ckosistem mangrove, antara lain perubahan penggunaan lahan, aktivitas tambak, abrasi,
sedimentasi, pencemaran, tekanan aktivitas ekonomi, serta perubahan kondisi lingkungan pesisir
(Sodikin et al., 2023). Tekanan tersebut dapat menyebabkan berkurangnya luasan dan kualitas
mangrove pada lokasi tertentu serta menurunkan kemampuan ekosistem dalam menyediakan jasa
lingkungan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan mangrove di Indramayu tidak
cukup hanya dilakukan melalui kegiatan penanaman kembali, tetapi membutuhkan pendekatan
yang mempertimbangkan kondisi ekologis, sosial, ekonomi, kelembagaan, dan karakteristik
tekanan yang terdapat pada masing-masing wilayah.

Rehabilitasi mangrove pada dasarnya merupakan bagian dari upaya pemulihan fungsi
ekosistem yang mengalami degradasi. Namun, keberhasilan rehabilitasi tidak hanya ditentukan
oleh jumlah bibit yang ditanam, tetapi juga oleh kesesuaian lokasi, kondisi hidrologi, karakteristik
substrat, pemilihan jenis mangrove, tingkat gangguan, pemeliharaan pascatanam, serta
keterlibatan masyarakat dan kelembagaan pengelola (Hai et al., 2020). Kegiatan rehabilitasi yang
tidak mempertimbangkan faktor-faktor tersebut berpotensi menghasilkan tingkat keberhasilan
yang rendah atau bahkan mengalami kegagalan. Dengan demikian, diperlukan strategi
pengelolaan dan rehabilitasi yang mampu mengintegrasikan berbagai faktor yang memengaruhi
keberhasilan pemulihan ekosistem mangrove. Di sisi lain, pengelolaan mangrove melibatkan
banyak pemangku kepentingan dengan kepentingan dan kapasitas yang berbeda, mulai dari
pemerintah daerah, pemerintah desa, kelompok masyarakat, pengelola tambak, pelaku usaha,
lembaga pendidikan, organisasi lingkungan, hingga masyarakat pesisir (Akram et al,, 2023) .
Kompleksitas kepentingan tersebut menyebabkan pengelolaan mangrove menjadi persoalan
pengambilan keputusan yang bersifat multidimensi. Kekuatan dan kelemahan internal pengelolaan
perlu dipertimbangkan bersamaan dengan peluang dan ancaman yang berasal dari lingkungan
eksternal. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan analitis yang tidak hanya mampu
mengidentifikasi faktor-faktor strategis, tetapi juga dapat menentukan tingkat kepentingan
masing-masing faktor dan menghasilkan urutan prioritas strategi yang dapat diimplementasikan.
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Salah satu pendekatan yang dapat digunakan adalah A’WOT, yaitu infegrasi Analytic
Hierarchy Process (AHP) dengan Strengths, Weaknesses, Opportunitiecs, and Threats (SWOT).
Analisis SWOT memungkinkan identifikasi kondisi internal berupa kekuatan dan kelemahan serta
kondisi eksternal berupa peluang dan ancaman yang memengaruhi pengelolaan mangrove (Hilmi
et al., 2023). Sementara itu, AHP memberikan pendekatan kuantitatif untuk memberikan bobot
terhadap faktor-faktor tersebut berdasarkan tingkat kepentingannya. Integrasi keduanya melalui
A’WOT memungkinkan berbagai alternatif strategi tidak hanya dirumuskan secara deskriptif,
tetapi juga diprioritaskan berdasarkan bobot dan tingkat kepentingannya. Pendekatan ini menjadi
relevan untuk permasalahan rehabilitasi mangrove yang melibatkan berbagai faktor ekologis,
sosial, ekonomi, dan kelembagaan secara bersamaan (Bruzzese et al., 2023).

Penerapan A’WOT dalam pengelolaan mangrove di Kabupaten Indramayu diharapkan dapat
menghasilkan strategi yang lebih terarah dan sesuai dengan kondisi lokal. Strategi yang dihasilkan
dapat mencakup penguatan kelembagaan pengelolaan mangrove, peningkatan partisipasi
masyarakat, pengembangan rehabilitasi berbasis kondisi ekosistem, penguatan pengawasan dan
perlindungan kawasan, pengembangan alternatif mata pencaharian masyarakat, peningkatan
koordinasi antar~-pemangku kepentingan, serta optimalisasi dukungan kebijakan dan pendanaan.
Dengan adanya pemeringkatan strategi, pemerintah dan pemangku kepentingan dapat
mengidentifikasi tindakan yang perlu diprioritaskan dibandingkan hanya menghasilkan daftar
rekomendasi yang bersifat umum.

Pendekatan tersebut juga penting untuk mendukung pergeseran paradigma pengelolaan
mangrove dari rehabilitasi yang berorientasi pada kegiatan penanaman menuju pengelolaan
ekosistem yang berkelanjutan dan berbasis kondisi lokal. Strategi rehabilitasi perlu ditempatkan
sebagai bagian dari sistem pengelolaan pesisir yang menghubungkan aspek ekologis dengan
kepentingan masyarakat serta kapasitas kelembagaan. Dengan demikian, keberhasilan rehabilitasi
tidak hanya diukur dari peningkatan tutupan mangrove, tetapi juga dari keberlanjutan
pengelolaan, keterlibatan masyarakat, peningkatan fungsi ekologis, dan kemampuan kawasan
dalam menghadapi tekanan lingkungan pesisir. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian mengenai
“Strategi Pengelolaan dan Rehabilitasi Mangrove Berkelanjutan Menggunakan A’WOT di
Kabupaten Indramayu, Jawa Barat” penting dilakukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor
strategis yang memengaruhi pengelolaan dan rehabilitasi mangrove, menganalisis bobot
kepentingan setiap faktor, serta menentukan prioritas strategi yang paling relevan untuk
diterapkan. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan dasar ilmiah bagi penyusunan strategi
pengelolaan dan rehabilitasi mangrove yang lebih terintegrasi, partisipatif, adaptif, dan
berkelanjutan di Kabupaten Indramayu.

METODE PENELITIAN

Lokasi penelitian ini dilakukan di wilayah pesisir Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat.
Pemilihan lokasi dilakukan secara purposive dengan mempertimbangkan keberadaan ekosistem
mangrove, permasalahan degradasi, serta adanya aktivitas dan program rehabilitasi mangrove.
Pendekatan purposive juga digunakan dalam penelitian ini sebagai dasar pemilihan lokasi
penelitian karena terdapat kawasan mangrove yang mengalami kerusakan dan telah dilakukan
upaya rehabilitasi.
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Gambar 1 Lokasi Penelitian
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Data penelitian ini terdiri atas data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui
observasi, wawancara, dan kuesioner kepada pemangku kepentingan yang terlibat dalam
pengelolaan dan rehabilitasi mangrove. Kuesioner digunakan untuk mengidentifikasi faktor
Strengths, Weaknesses, Opportunities, dan Threats (SWOT) serta penilaian perbandingan
berpasangan untuk analisis AHP. Data sekunder diperoleh dari instansi terkait, dokumen
kebijakan, data kondisi mangrove, sosial-ekonomi masyarakat, program rehabilitasi, serta hasil
penelitian terdahulu. Data tersebut digunakan sebagai informasi pendukung dalam identifikasi
faktor strategis dan penyusunan strategi pengelolaan dan rehabilitasi mangrove.

Pengumpulan data dilakukan melalui observasi lapangan, wawancara, kuesioner, studi
dokumentasi, dan studi literatur. Observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran kondisi aktual
ekosistem mangrove dan kegiatan rehabilitasi. Wawancara dilakukan dengan pemangku
kepentingan untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang memengaruhi pengelolaan dan
rehabilitasi mangrove. Responden dipilih secara purposive, dengan mempertimbangkan
pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan dalam pengelolaan mangrove, yang meliputi unsur
pemerintah, masyarakat, LSM, dan akademisi/pakar. Selanjutnya, kuesioner digunakan untuk
memperoleh penilaian terhadap faktor SWOT dan perbandingan berpasangan (pairwise
comparison) antar faktor sebagai input analisis AHP.

Analisis data menggunakan metode A’WOT, yaitu integrasi SWOT dan Analytical Hierarchy
Process (AHP). Tahap pertama dilakukan identifikasi dan pengelompokan faktor internal berupa
Strengths (S) dan Weaknesses (W) serta faktor eksternal berupa Opportunities (O) dan Threats (T).
Selanjutnya, setiap faktor dibandingkan secara berpasangan menggunakan AHP untuk
memperoleh bobot dan tingkat prioritas masing-masing faktor. Hasil pembobotan digunakan
dalam penyusunan matriks SWOT untuk menghasilkan alternatif strategi SO, ST, WO, dan WT.
Tahap akhir dilakukan dengan menjumlahkan bobot faktor yang terkait pada setiap alternatif
strategi dan mengurutkannya berdasarkan nilai prioritas. Strategi dengan nilai prioritas tertinggi
ditetapkan sebagai strategi utama pengelolaan dan rehabilitasi mangrove di Kabupaten Indramayu.
Pendekatan tersebut menghasilkan strategi yang tidak hanya berdasarkan identifikasi kekuatan,
kelemahan, peluang, dan ancaman, tetapi juga mempertimbangkan tingkat kepentingan masing-
masing faktor berdasarkan penilaian pakar.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Kondisi dan Permasalahan Pengelolaan Mangrove di Kabupaten Indramayu

Ekosistem mangrove di Kabupaten Indramayu mengalami tekanan yang cukup besar akibat
perubahan lingkungan dan aktivitas pemanfaatan kawasan pesisir (Sodikin et al., 2018).
Permasalahan pengelolaan mangrove tidak hanya berkaitan dengan perubahan kondisi biofisik,
tetapi juga berhubungan dengan aspek sosial dan kelembagaan (Sarker et al, 2025). Kondisi
pengelolaan yang belum optimal antara lain berkaitan dengan keterbatasan sumber daya manusia,
sarana dan prasarana, pendanaan, data dan informasi. Selain itu, tekanan dari aktivitas di wilayah
daratan seperti industri, permukiman, dan pertanian turut memberikan tekanan terhadap
ekosistem pesisir melalui pencemaran dan sedimentasi.

Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa rehabilitasi mangrove tidak dapat dipandang
semata-mata sebagai kegiatan penanaman kembali. Rehabilitasi harus ditempatkan dalam
kerangka pengelolaan yang mempertimbangkan kondisi biofisik, sosial~ekonomi masyarakat,
partisipasi masyarakat, kelembagaan, serta kebijakan pengelolaan kawasan. Pendekatan semacam
ini juga menjadi dasar dalam penelitian ini untuk menyusun arahan dan strategi rehabilitasi
mangrove di Kabupaten Indramayu.

Identifikasi Faktor Strategis Internal dan Eksternal

Hasil identifikasi melalui kuesioner pendahuluan kepada stakeholder dan pakar
menghasilkan empat kelompok faktor strategis, yaitu Strengths (S), Weaknesses (W), Opportunities
(O), dan Threats (T). Faktor-faktor tersebut menjadi dasar dalam penyusunan strategi pengelolaan
dan rehabilitasi mangrove melalui pendekatan A’WOT. Adapun faktor internal dan eksternal
seperti disajikan pada Tabe 1.

Strategi Pengelolaan dan Rehabilitasi Mangrove dengan Pendekatan A’WOT di Kabupaten... | 6369



Sodikin. 10.55681/armada.v4i10.4257

Tabel 1. Faktor Internal dan Eksternal Pengelolaan dan Rehabilitasi Mangrove

Kelompok Faktor
Strengths (S) S1. Adanya wadah yang mendukung kegiatan pelestarian dan rehabilitasi
mangrove

§2. Kesesuaian lahan untuk mangrove yang tinggi
S3. Tingkat keanekaragaman vegetasi mangrove yang tinggi
S4. Potensi geofisik yang memadai
Weaknesses (W) W 1. Sumber daya manusia masih rendah
W2. Lemahnya informasi dan sosialisasi peraturan/penegakan hukum
W3. Rendahnya partisipasi masyarakat terhadap pelestarian mangrove
W4. Kurangnya sosialisasi dan pelatihan pemanfaatan mangrove secara
berkelanjutan
Opportunities O1. Potensi pengembangan mangrove menjadi kawasan ekowisata
O)
O2. Keinginan masyarakat meningkatkan pendapatan melalui sumber daya
mangrove
O3. Kesiapan pemerintah daerah dan LSM dalam program rehabilitasi
O4. Potensi pemanfaatan sumber daya mangrove
Threats (T) T1. Degradasi mangrove akibat konversi lahan
T2. Belum adanya peraturan yang jelas terkait pelestarian mangrove
T3. Lemahnya koordinasi antarsektor dan pengambil kebijakan
T4. Belum sinkronnya program dinas kehutanan dan dinas kelautan

Faktor tersebut memperlihatkan bahwa Kabupaten Indramayu sebenarnya memiliki modal
internal yang cukup kuat, terutama berupa keberadaan kelembagaan/wadah pelestarian,
kesesuaian lahan, keanekaragaman vegetasi, dan kondisi geofisik. Namun, kekuatan tersebut
berhadapan dengan kelemahan berupa rendahnya kapasitas sumber daya manusia dan partisipasi
masyarakat serta keterbatasan sosialisasi dan penegakan aturan. Rendahnya kapasitas sumber daya
manusia muncul sebagai hambatan langsung bagi pengelolaan mangrove yang efektif (Nyangoko
et al., 2022, Ahmed, 2023). Dari sisi eksternal, pengembangan ekowisata dan kesiapan pemerintah
serta LSM memberikan peluang bagi pengembangan program rehabilitasi. Sebaliknya, konversi
lahan, lemahnya regulasi, koordinasi antarsektor, dan ketidaksinkronan program menjadi
ancaman utama terhadap keberlanjutan pengelolaan mangrove.

Berdasarkan hasil analisis menggunakan Analytical Hierarchy Process (AHP), diperoleh bobot
prioritas untuk masing-masing kelompok faktor SWOT dalam mendukung strategi pengelolaan
dan rehabilitasi mangrove. Pembobotan dilakukan melalui perbandingan berpasangan
antarkelompok SWOT, vyaitu Stfrengths, Weaknesses, Opportunitics, dan Threats, serta
perbandingan antar faktor yang terdapat dalam masing-masing kelompok. Hasil pembobotan
menunjukkan tingkat kepentingan relatif setiap kelompok faktor dalam menentukan arah strategi
pengelolaan mangrove. bobot masing-masing kelompok faktor SWOT ditampilkan pada Gambar
2.

Strengths 0.483
Weaknesses

Opportunities

Threats

b T T T T T ]
0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6
Bobot

Total bobot = 1.000

Gambar 2 Bobot Kelompok SWOT
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Hasil analisis AHP menunjukkan bahwa pada kelompok kekuatan, S1 berupa adanya wadah
yang mendukung kegiatan pelestarian dan rehabilitasi mangrove menjadi faktor paling dominan
dengan prioritas kelompok 0,462 dan bobot global 0,223, diikuti S2 kesesuaian lahan (0,144), S3
keanekaragaman vegetasi (0,064), dan S4 potensi geofisik (0,050). Temuan ini menegaskan bahwa
kelembagaan merupakan modal utama dalam mendukung keberhasilan rehabilitasi, karena tidak
hanya membutuhkan lahan yang sesuai tetapi juga kemampuan lembaga dan stakeholder dalam
mengorganisasi kegiatan (Hidayati et al, 2026, Mohta et al, 2026). Sementara itu, pada kelompok
kelemahan, W3 berupa rendahnya partisipasi masyarakat menjadi faktor utama dengan bobot
global 0,078, diikuti W2 (0,067), W1 (0,061), dan W4 (0,022). Kondisi tersebut menunjukkan
bahwa keterlibatan masyarakat perlu diperkuat karena rehabilitasi yang hanya mengandalkan
intervensi pemerintah berpotensi kurang berkelanjutan. Pada kelompok peluang, O1 berupa
potensi pengembangan mangrove sebagai kawasan ekowisata memiliki prioritas tertinggi dengan
bobot global 0,095, diikuti O2 (0,043), O3 (0,027), dan O4 (0,015), yang menunjukkan bahwa
ekowisata dapat menjadi sarana mengintegrasikan konservasi dengan peningkatan manfaat
ekonomi masyarakat. Adapun pada kelompok ancaman, T2 berupa belum adanya peraturan yang
jelas terkait pelestarian mangrove menjadi faktor utama dengan bobot global 0,043, diikuti T1
(0,034), T3 (0,018), dan T4 (0,008). Secara keseluruhan, hasil AHP menunjukkan bahwa
penguatan kelembagaan, peningkatan partisipasi masyarakat, pengembangan ekowisata
berkelanjutan, dan penguatan regulasi merupakan aspek kunci dalam mendukung keberhasilan
pengelolaan dan rehabilitasi mangrove.

Perumusan Strategi Pengelolaan dan Rehabilitasi Mangrove

Berdasarkan faktor internal dan eksternal yang telah diberi bobot, selanjutnya disusun
matriks SWOT untuk menghasilkan alternatif strategi. Empat kelompok strategi yang dihasilkan
adalah SO, ST, WO, dan WT.

Tabel 3. Alternatif Strategi Pengelolaan dan Rehabilitasi Mangrove
Strategi Rumusan

SO1 Menciptakan kerja sama masyarakat, LSM, dan pemerintah untuk merencanakan
pengelolaan dan rehabilitasi mangrove

SO2 Meningkatkan peran masyarakat, LSM, dan pemerintah dalam melaksanakan program
rehabilitasi mangrove

SO3 Meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai fungsi dan manfaat mangrove
untuk peningkatan perekonomian berkelanjutan

ST1 Memperkuat aturan terkait kebijakan konversi lahan mangrove menjadi peruntukan
lain

ST2 Melaksanakan kebijakan pola tambak silvofishery pada lahan tambak masyarakat
maupun lahan tambak Perhutani

ST3 Meningkatkan koordinasi antarsektor agar dapat bersinergi dalam kegiatan

rehabilitasi mangrove

WOl Mengadakan sosialisasi mengenai pentingnya pelestarian mangrove untuk
keseimbangan kawasan pesisir

W02  Memperkuat informasi dan sosialisasi peraturan dan sanksi oleh pemerintah maupun

LSM
WO3  Mengadakan pelatihan nonformal terkait pemanfaatan sumber daya mangrove secara
berkelanjutan
WTI1 Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelestarian dan rehabilitasi mangrove
WT2 Memperjelas dan mempertegas peraturan dan sanksi bagi pelanggar aturan pelestarian

dan rehabilitasi mangrove
WT3 Menyinkronkan program dinas kelautan dan kehutanan dalam upaya rehabilitasi
mangrove
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Prioritas Strategi Berdasarkan A’WOT

Tahap selanjutnya adalah menentukan prioritas dari alternatif strategi. Penentuan ranking
dilakukan dengan menjumlahkan bobot faktor SWOT yang berkaitan dengan setiap strategi. Nilai
yang lebih tinggi menunjukkan tingkat prioritas strategi yang lebih tinggi.

Tabel 4. Ranking Strategi Pengelolaan dan Rehabilitasi Mangrove
Ranking Kode Strategi Bobot
Menciptakan kerja sama masyarakat, LSM, dan pemerintah untuk

1 SO1 e 0,661
merencanakan pengelolaan dan rehabilitasi mangrove
Melaksanakan kebijakan pola tambak silvofishery pada lahan tambak
2 ST2 . 0,584
masyarakat maupun Perhutani
3 302 Meningkatkan peran _masyarakat, LSM, dan pemerintah dalam 0.394
pelaksanaan rehabilitasi ’
Mengadakan sosialisasi mengenai pentingnya pelestarian mangrove
4 WO1 . 2 0,392
untuk keseimbangan kawasan pesisir ’
Memperjelas dan mempertegas peraturan dan sanksi pelestarian dan
WT2 CLIC 0,309
rehabilitasi mangrove
ST1  Memperkuat aturan terkait konversi lahan mangrove 0,292
Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang fungsi dan manfaat
SO3 0,273
mangrove ’
3 WT1 Memr_lg_kat_kan partisipasi masyarakat dalam pelestarian dan 0.240
rehabilitasi mangrove ’
9 WO2 Memperkuat informasi dan sosialisasi peraturan dan sanksi 0,094
10 WT3 Menyinergikan program dinas kelautan dan kehutanan 0,086
11 ST3  Meningkatkan koordinasi antar sektor 0,068
12 WO3 Mengadakan pelatihan nonformal pemanfaatan sumber daya 0,037

mangrove berkelanjutan

Berdasarkan Tabel 4, strategi prioritas utama adalah SO1, yaitu menciptakan kerja sama
antara masyarakat, LSM, dan pemerintah dalam perencanaan pengelolaan dan rehabilitasi
mangrove dengan bobot 0,66 1. Tingginya prioritas ini menunjukkan bahwa kolaborasi multipihak
dan partisipasi masyarakat merupakan faktor penting dalam keberhasilan pengelolaan mangrove.
Temuan ini sejalan dengan Damastuti et al., (2023) yang menunjukkan bahwa kolaborasi strategis
antara masyarakat dan organisasi pendukung, disertai perencanaan yang inklusif dan terintegrasi,
berperan penting dalam keberhasilan rehabilitasi mangrove dan keberlanjutan perlindungan
pesisir. Strategi ST2, yaitu penerapan pola tambak silvofishery, menempati prioritas berikutnya
dengan bobot 0,584. Strategi ini mencerminkan pentingnya mengintegrasikan fungsi ekologis
mangrove dengan kepentingan ekonomi masyarakat. Sementara itu, strategi SOZ berupa
meningkatkan peran masyarakat, LSM, dan pemerintah dalam pelaksanaan rehabilitasi tetap
menjadi bagian penting dari strategi pengelolaan. Secara keseluruhan, hasil pemeringkatan
menegaskan bahwa pengelolaan mangrove berkelanjutan membutuhkan kombinasi kolaborasi
kelembagaan, partisipasi masyarakat, pemanfaatan ekonomi yang berkelanjutan, serta penguatan
pengetahuan dan regulasi. Hal tersebut diperkuat oleh penelitian di Karangsong, Indramayu, yang
menunjukkan bahwa masyarakat dapat berperan sebagai aktor utama dalam perencanaan dan
pelaksanaan rehabilitasi mangrove, sehingga keterlibatan masyarakat perlu dipertahankan secara
berkelanjutan (Kamal et al., 2022).

Pembahasan Strategi Prioritas

Hasil analisis menunjukkan bahwa strategi prioritas pertama adalah memperkuat kerja sama
antara masyarakat, LSM, dan pemerintah dalam perencanaan pengelolaan dan rehabilitasi
mangrove, dengan bobot 0,661. Strategi ini merupakan strategi SO yang mengombinasikan
kekuatan internal berupa keberadaan wadah pendukung kegiatan pelestarian dan rehabilitasi
dengan peluang berupa kesiapan pemerintah daerah dan LSM serta potensi pengembangan
ekowisata. Tingginya prioritas strategi ini menunjukkan bahwa pengelolaan mangrove di
Indramayu membutuhkan pendekatan kolaboratif, dengan pemerintah berperan dalam kebijakan
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dan fasilitasi, masyarakat sebagai pelaku sekaligus penerima manfaat, serta LSM dalam
pendampingan, peningkatan kapasitas, dan penguatan program di tingkat lokal. Strategi kedua
adalah penerapan pola tambak silvofishery dengan bobot 0,584. Strategi ini penting untuk
mengurangi tekanan konversi mangrove, khususnya akibat pengembangan tambak, melalui
integrasi fungsi ekologis mangrove dengan kegiatan budidaya. Dalam konteks Indramayu,
penerapan silvofishery dapat diarahkan pada tambak masyarakat maupun lahan Perhutani
schingga rehabilitasi tetap dapat berjalan tanpa sepenuhnya menghilangkan aktivitas ekonomi
masyarakat.

Strategi ketiga adalah meningkatkan peran masyarakat, LSM, dan pemerintah dalam
pelaksanaan rehabilitasi dengan bobot 0,394. Strategi ini secara langsung merespons rendahnya
partisipasi masyarakat sebagai kelemahan utama dan diarahkan untuk meningkatkan pemahaman
mengenai fungsi ekologis serta manfaat ekonomi mangrove, termasuk peluang pengembangan
ekowisata. Selanjutnya, mengadakan sosialisasi mengenai pentingnya pelestarian mangrove untuk
keseimbangan kawasan pesisir menempati ranking keempat dengan bobot 0,392. Memperjelas dan
mempertegas peraturan dan sanksi pelestarian dan rehabilitasi mangrove menempati ranking
kelima dengan bobot 0,309 yang relevan dengan ancaman utama berupa belum jelasnya peraturan
pelestarian mangrove. Regulasi diperlukan untuk memberikan kepastian mengenai kawasan yang
dilindungi, bentuk pemanfaatan yang diperbolehkan, mekanisme rehabilitasi, serta sanksi
terhadap pelanggaran.

Secara keseluruhan, kelima strategi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan pengelolaan
dan rehabilitasi mangrove di Indramayu memerlukan integrasi antara kolaborasi kelembagaan,
keberlanjutan ekonomi, peningkatan kapasitas dan partisipasi masyarakat, serta penguatan tata
kelola dan regulasi. Prioritas pada kolaborasi pemerintah, masyarakat, dan LSM menunjukkan
pentingnya kelembagaan sebagai fondasi pelaksanaan strategi, sedangkan silvofishery memberikan
pendekatan untuk menjembatani kepentingan ekologis dan ekonomi. Pada saat yang sama,
peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat menjadi instrumen penting untuk menjamin
keberlanjutan program di tingkat lokal, sementara regulasi dan penegakan hukum diperlukan
untuk menciptakan kepastian serta mencegah tekanan terhadap ekosistem mangrove.

Sintesis Strategi Pengelolaan dan Rehabilitasi Mangrove Berkelanjutan

Hasil A’WOT menunjukkan bahwa strategi rehabilitasi mangrove di Kabupaten Indramayu
pada dasarnya bertumpu pada tiga pilar utama, yaitu kolaborasi kelembagaan, integrasi konservasi
dengan kegiatan ekonomi, dan penguatan kapasitas serta partisipasi masyarakat. Strategi prioritas
pertama, yaitu kerja sama pemerintah, masyarakat, dan LSM, menunjukkan pentingnya
governance Kkolaboratif. Strategi kedua berupa silvofishery menunjukkan perlunya
mengintegrasikan rehabilitasi dengan kebutuhan ekonomi masyarakat. Sementara itu, strategi
ketiga berupa peningkatkan peran masyarakat, LSM, dan pemerintah dalam pelaksanaan
rehabilitasi. Ketiga strategi tersebut kemudian diperkuat melalui regulasi dan peningkatan
partisipasi masyarakat.

Pendekatan A’WOT menghasilkan pergeseran orientasi dari rehabilitasi yang semata-mata
berbasis penanaman mangrove menuju strategi yang lebih komprehensif, yaitu penguatan
kelembagaan, pemberdayaan masyarakat, pengendalian pemanfaatan lahan, integrasi mangrove
dengan kegiatan tambak, dan peningkatan koordinasi antarpemangku kepentingan. Hasil akhir
menempatkan tiga strategi utama sebagai prioritas, yaitu: (1) menciptakan kerja sama masyarakat,
LSM, dan pemerintah; (2) melaksanakan pola tambak silvofishery; dan (3) meningkatkan peran
masyarakat, LSM, dan pemerintah dalam pelaksanaan rehabilitasi.
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Penguatan kolaborasi kelembagaan
Membangun kerja sama antara pemerintah, masyarakat, LSM, dan pemangku
kepentingan lainnya dalam perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan
serta rehabilitasi mangrove.

Penerapan silvofishery pada kawasan yang sesuai
Mengintegrasikan rehabilitasi mangrove dengan kegiatan tambak melalui
pola silvofishery pada lahan yang sesuai, baik milik masyarakat maupun
lahan Perhutani.

Peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat
Melakukan sosialisasi dan edukasi mengenai fungsi, manfaat, serta pentingnya
pelestarian mangrove bagi keseimbangan ekosistem pesisir dan peningkatan
ekonomi masyarakat.

B
Penguatan regulasi dan penegakan hukum
Memperjelas dan mempertegas peraturan terkait perlindungan mangrove
serta meningkatkan penegakan hukum terhadap pelanggaran.
¥
" P . )
Peningkatan partisipasi masyarakat
Mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan,
pemeliharaan, dan pengawasan kegiatan pengelolaan serta rehabilitasi mangrove.
- 2N
Pengelolaan mangrove secara berkelanjutan
Terwujudnya ekosistem mangrove yang lestari, berfungsi optimal secara ekologis,
serta memberikan manfaat sosial dan ekonomi bagi masyarakat pesisir
Kabupaten Indramayu.

Dy

Gambar 3 Bagan Strategi Prioritas Pengelolaan dan Rehabilitasi Mangrove Berkelanjutan di
Kabupaten Indramayu

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis A’WOT, pengelolaan dan rehabilitasi mangrove di Kabupaten
Indramayu dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal yang saling berkaitan. Faktor kekuatan
utama adalah adanya wadah yang mendukung kegiatan pelestarian dan rehabilitasi mangrove,
sedangkan kelemahan utama adalah rendahnya partisipasi masyarakat. Dari faktor eksternal,
potensi pengembangan ekowisata menjadi peluang penting, sementara belum jelasnya regulasi
terkait pelestarian mangrove menjadi ancaman utama. Hasil analisis A’WOT menghasilkan
sejumlah alternatif strategi yang mencakup strategi SO, ST, WO, dan WT. Strategi prioritas
diarahkan pada penguatan kerja sama antara pemerintah, masyarakat, dan LSM dalam
perencanaan pengelolaan dan rehabilitasi mangrove, diikuti dengan penerapan pola silvofishery
pada kawasan yang sesuai serta peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat mengenai
pentingnya pelestarian mangrove. Strategi tersebut selanjutnya perlu diperkuat melalui penguatan
regulasi dan penegakan hukum serta peningkatan partisipasi masyarakat. Dengan demikian,
pengelolaan dan rehabilitasi mangrove di Kabupaten Indramayu perlu diarahkan dari pendekatan
yang hanya berorientasi pada penanaman menuju pengelolaan ekosistem yang terintegrasi,
kolaboratif, dan berkelanjutan, dengan menggabungkan aspek kelembagaan, ekologis, sosial,
ekonomi, dan kebijakan. Pendekatan tersebut diharapkan mampu meningkatkan keberhasilan
rehabilitasi sekaligus mempertahankan fungsi ekologis dan manfaat sosial-ekonomi ekosistem
mangrove bagi masyarakat pesisir Kabupaten Indramayu.
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